WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN 2014-2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah telah ditetapkan Peraturan
Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-20109;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan indikator
berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia, maka Peraturan Walikota tersebut perlu di ubah
dan disesuaikan;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang
Nomor 22 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2019.

Mengingat . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
lembaran negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S679);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009
tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang
Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Padang Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran
Daerah Tahun 2017 Nomor 12);



16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KOTA PADANG TAHUN 2014-20109.

Pasal I

Ketetuan Lampiran Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Berita Daerah
Tahun 2018 Nomor 22) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Maret 2019

OTA PADANG,

Diundangkan di Padang
pada tanggal 26 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

7 BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR . \é
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